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ABSTRAK 

Tulisan ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan yuridis normatif 

yang membahas Hak Imunitas Advokat Terhadap Tindakan Menghalangi Proses 

Hukum (Obstruction Of Justice) Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Hukum 

Pidana Islam. Negara melahirkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat sering menjadikan Pasal Imunitas 

tersebut sebagai tameng atas perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi yang 

memberikan gambaran atas tindakan Obstruction of justice agar Advokat dapat 

diminta pertangungjawaban pidana yang jelas. Adapun permasalahan penelitian 

ini yaitu, 1. Bagaimana Pemberlakuan hak imunitas advokat terhadap tindakan 

menghalangi proses hukum (obstruction of justice) di tingkat penyidikan?; 2 

Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hak imunitas advokat terhadap 

tindakan menghalangi proses hukum (obstruction of justice)?. Jenis penelitian ini 

adalah Library Research dengan menggunakan data Kualitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mendapatkan berbagai 

kajian tentang hak imunitas advokat dan tindakan menghalangi proses hukum. 

Kajian tersebut diambil dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa, Advokat yang melakukan tindak pidana 

menghalangi proses hukum (obstruction of justice) dengan tidak didasari itikad 

baik akan gugur hak imunitasnya dan diminta pertanggungjawaban pidana 

sebagaimana diatus dalam pasal 21  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi,  dengan 

hukuman penjara paling lama 12 tahun dan paling banyak 600jt. Ditinjau dari 

hukum Islam perbuatan tersebut termasuk pada tindakan jinayah yang akan 

diberikan sanksi berupa jarimah Ta‟zir. 

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Hak Imunitas Advokat, obstruction of 

justice 

 

 

 

 

 

 

 


